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BAB V 
PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian dalam bab I-V, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa pengaturan dalam Permenhub AKAP sesuai dengan UUPK, 

Pengaturan Permenhub AKAP yang sesuai memberikan pemenuhan atas 

hak yang dimiliki oleh konsumen yang dibebankan pada pelaku usaha, 

sedangkan standar sehat di Permenhub AKAP tidak jelas, oleh karena itu 

harus lebih jelas oleh karena itu dapat menimbulkan kecelakaan 

bagaimana kasus yang diuruaikan yaitu kemanan, kenyamanan, dan 

kemanan dalam penerapan hukumnya yang menjadi suatu pelayanan 

terhadap konsumen yaitu hak kemanan, kenyamanan, keselamatan, dan 

informasi, sehingga kewajiban untuk memberikan kemanan, kenyamanan, 

keselamatan, dan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan 

pasal 4 huruf a dan c UUPK harus ditunaikan. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan  oleh konsumen atas pelanggaran 

pasal 4 huruf a dan c UUPK adalah gugatan melalui BPSK untuk kerugian 

materil atau guagatan Perbuatan melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata 

untuk kerugian materil dan immaterial. dapat menggunakan upaya gugatan 

perbuatan melawan hukum di pengadilan umum  berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata. oleh kerugian yang dialami oleh konsumen bersifat 

immaterial sehingga upaya dan Lembaga yang diatur oleh UUPK tidak 

dapat digunakan.  

 

2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka 

peneliti mengajukan saran dimana pelaku usaha perlu melakukan cek 
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pemeriksaan kelayakan kendaraan (KIR) secara berkala agar dapat 

mengetahui apa saja kendala dan kekurangan pada bus yang dimiliki 

sehingga memudahkan dalam evaluasi  usaha yakni dimana 

menyinkronkan terkait keadaan bus yang dimiliki dan tingkat kepuasan 

konsumen. Sehingga apabila telah menemukan hal-hal yang memang 

dirasa kurang maka pelaku usaha akan mudah meningkatkan kualitas bus 

yang dimiliki dan tentunya akan bisa memberikan kepuasan kepada apra 

konsumen. 
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